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UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN OBAT-OBATAN DAFTAR G 

OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ( STUDY 

KASUS : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI 

PEKANBARU ) 

ABSTRAK 

Kejahatan merupakan setiap prilaku yang dapat merugikan, dan dapat 
menimbulkan begitu banyak tidak tenangan dalam suatu masyarakat. Kejahatan  
pada saat sekarang ini bisa terjadi dimana saja dan dalam bidang apa saja tak 
terkecuali di bidang kefarmasian, dimana didalam masyarakat kesehatan 
merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia. Salah satu komponen 
kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat-obatan sebagai bagian dari 
pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk 
menyelamatkan jiwa, memulihkan, dan memelihara kesehatan. Dalam hal ini yang 
yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yaitu Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI sebagai lembaga pemerintahan non 
departemen yang di bentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki unit pelaksana salah 
satunya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. 
ketidak tepatan dalam mengkonsumsi dan mengedarkan obat keras daftar G dapat 
berbahaya bagi tubuh. Obat keras daftar G adalah obat yang hanya bisa di 
dapatkan di apotek dan harus dengan resep dokter dalam memperolehnya. Tetapi, 
pada saat ini masih banyak orang yang menjual obat keras daftar G ini di toko 
obat tanpa resep doktek dan tanpa peran apoteker. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitati dengan melakukan pendekatan deskriftif dengan menggunakan 
teori pencegahan di mana dibagi menjadi tiga bagian pencegahan yaitu 
pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Hasil 
penelitian ini yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 
Pekanbaru dalam melakukan upaya pencegahan peredaran oabat keras daftar G ini 
sudah sesua dengan ketentuan yang berlaku walaupun masih ada kekurangannya 
dalam melakukan pencegahannya. 

 
Kata kunci : Pencegahan, Obat Keras Daftar G, BBPOM.    
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EFFORTS TO PREVENT THE CIRCULATION OF HARD DRUGS 

REGISTERED G BY BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN ( CASE STUDI : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN (BBPOM) IN PEKANBARU)  

ABSTRACT 

 Crime is any behavior that can be detrimental, and can cause so much 
non-repression in a society. Crimes at this time can occur anywhere and in any 
field is no exception in the pharmaceutical field, where in the health community is 
the most important part in the human body. One very important component of 
health is the availability of medicines as part of public health services. That is 
because drugs are used to save lives, restore and maintain health. In this case the 
one in charge of overseeing the circulation of drugs and food is Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) RI as a non-departmental government institution 
formed to carry out governmental tasks in the field of drug and food control in 
accordance with applicable laws and regulations. Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) RI have one of the implementing units Balai Pengawas Obat 
dan Makanan (BBPOM) in Pekanbaru. Inaccuracy in consuming and circulating 
G-list drugs can be dangerous for the body. List G hard drugs are drugs that can 
only be obtained at pharmacies and must be prescribed by a doctor in obtaining 
them. However, at this time there are still many people who sell these G-list drugs 
in drug stores without a doctor's prescription and without the role of a pharmacist. 
This study uses the quality method by conducting a descriptive approach using 
prevention theory which is divided into three parts of prevention, namely primary 
prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. The results of this 
study are Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) in Pekanbaru in 
making efforts to prevent the circulation of hard drugs list G is in accordance with 
applicable regulations, although there are still deficiencies in prevention. 
 
Keywords : Prevention, hard drugs list G, and BBPOM 
 
 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kejahatan merupakan setiap prilaku yang dapat merugikan, dan dapat 

menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat. Kejahatan  

pada saat sekarang ini bisa terjadi dimana saja dan dalam bidang apa saja tak 

terkecuali di bidang kefarmasian, dimana didalam masyarakat kesehatan 

merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia.  

Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat-

obatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan 

karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan, dan memelihara 

kesehatan. Oleh karena itulah pelaku kejahatan menjalankan aksinya dengan 

ditandai oleh banyaknya toko obat yang dengan bebas menjual obat-obatan 

dimana obat-obatan memiliki aturan dalam mengkonsumsinya.  

Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang kurang paham 

dalam penggunaan obat. Sunandar dkk (2016) melakukan penelitian dimana yang 

ditulis didalam jurnal internasionalnya yang dilakukan di Kota Kendari pada 

tahun 2016 dimana mereka mengambil 287 orang sebagai sempling dimana 

mereka menemukan hasil sebagai berikut :  



2 

 
 

 

Sumber : Modifikasi Penulis 2020 

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa banyak orang yang menggunakan obat 

keras tanpa resep tanpa pengetahuan dan memiliki alasan pernah menggunakan 

obat tersebut dan merasa memberikan dampak yang baik terhadap dirinya, dan 

bahkan mereka tidak tahu betapa bahayanya penggunaan obat keras tanpa resep 

dokter.       

Dalam penjualan obat-obatan tersebut harus memiliki izin dan ketentuan yang 

berlaku, dan tidak sembarang orang atau toko obat-obatan dapat menjual mua 

jenis obat, karena dapat memberikan dampak yang besar dan berbahaya. 

Bersadarkan peraturan mentri kesehatan RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 

penggolongan obat-obatan sebagai berikut:  

 
 
 
 
 
 

30% 

29% 

41% 

Hasil  
pernah menggunakan
obat keras tanpa resep
dengan pengetahuan
kurang

jenis penyakit yang
diobati adalah demam

pernah menggukan
sebelumnya dan
memberikan dampak
baik menurut dirinya
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Tabel 1.1 Golongan Obat-Obatan 
No. GOLONGAN KETERANGAN 

1  

 
 
          
          (Hijau) 

Obat Bebas adalah obat-obatan yang diperjual 

belikan secara bebas karena didalam penggunaanya 

tidak membahayakan masyarakay dan dapat 

digunakan sendiri tanpa adanya pengawasan dari 

dokter. 

2  

 
           
          (Biru) 

Obat Bebas Terbatas adalah obat-obatan dalam 

jumlah tertentu aman tetapi apabila penggunaan yang 

terlalu banyak akan menimbulkan efek kurang enak. 

Tetapi tidak perlu dibawah pengawasan dokter. 

3  Obat Wajib Apotek adalah obat-obatan yang hanya 

bisa diberikan oleh apoteker pengelola apotek kepada 

pasien dan tanpa resep dokter. Bertujuan untuk 

memerluas keterjangkauan obat untuk masyarakat. 

4             Obat Keras Daftar G adalah obat-obatan yang hanya 

bisa diperoleh dengan resep dokter dan obat jenis ini 

hanya bisa dijual oleh apotek dan hanya dengan resep 

dokter. 

5  Obat Psikotropika Dan Narkotika Daftar O adalah 

obat-obatan yang dapat menurunkan aktifitas otak dan 

bisa merangsang susunan syaraf pusat dan 

menimbulkan kelainan prilaku, disertai dengan 

timbulnya halusinasi, hayal, gangguan cara berpikir, 
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perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan 

ketergantungan dan mempunyai efek stimulasi 

(merangsang)  bagi pemakainya. 

Sumber : Modifikasi Penulis 2019. 

Berdasarkan data diatas telah jelas kita bahwa dalam menjual belikan obat-

obatan tidak bisa sembarangan karena ada aturan dan ketentuannya. Dari 

keterangan tersebut di perlukan peran lembaga atau instansi tertentu dalam 

menangani peredaran obat-obatan tersebut. Di Indonesia lembaga atau instansi 

yang menangani permasalahan peredaran obat-obatan adalah Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang diatur 

dalam peraturan presiden No.80 Tahun 2017 pasal 2 tentang Badan Pengawasan 

Obat Dan Makanan, yang memiliki  tugas utama sebagai berikut :  

1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dalam 

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2) Obat dan makanan dimana dimaksud didalam ayat 1 terdiri atas obat, 

bahan obat, narkotika, psikotropika, prekurso, zat adiktif, oabat tradisional, 

suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.  

3) Secara lebih lanjut fungsi bpom dijelaskan dalam peraturan presiden 

No.80 Tahun 2017 pasal 3 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 

yang memiliki  fungsi utama utama sebagai berikut :  

a. Dalam melaksanakan tugas obat dan makan, bpom menyenggaraka 

fungsi :  
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a) penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan 

makanan. 

b) Pelaksaan kebijakan nasional dibidang obat dan makanan. 

c) Pengusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

sebelum pengawan dan selama beredar. 

d) kordinasi pelaksaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi 

pemerintah pusat dan daerah. 

e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan 

obat dan makanan. 

f) pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan perundang-

undangan pengawasan obat dan maanan. 

g) kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi BPOM. 

h) pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi 

tanggung jawab BPOM. 

i) pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPOM. 

j) dan pelaksaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 

unsur organisasi dilingkungan BPOM. 

b. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai 

tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar 

memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kasiat atau manfaat, dan 

mutu produk yang ditetapkan. 
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c. Pengawasan selama beredar sebagai mana dimaksud pada ayat 1 adalah 

pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat 

dan makanan ang beredar standar dan persyaratan keamanan, kasiat 

atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan 

penegakan hukum. 

Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)  memiliki  unit pelaksana  di 

setiap Provinsi yang disebut dengan Balai Besar (Balas)  yang salah satunya ada 

di Provinsi Riau tepatnya di kota Pekanbaru. Balai Besar Pengawas Obat Dan 

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru adalah Sebuah Lembaga yang bernaung untuk 

mengawasi peredaran obat dan makanan yang ada di Provinsi Riau, dan di setiap 

balai memiliki struktur organisasi dimana yang bernaung untuk mengawasi dan 

menyita barang disebut dengan bidang penindakan. 

Berdarkan data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Pekanbaru terhadap beberapa barang sitaan yang berupa obat daftar G yang sering 

ditemui Kota Pekanbaru : 

Tabel 1.2 Data Barang Bukti Hasil Sitaan Obat G Yang Sering Ditemui 
Di Lapangan 

 

No.  

 

Nama Barang 

 

Pabrik  

 

Jenis Kemasan  

 

Jumlah 

 

1.  Aditusin (Obat 

Batuk) 

PT. Aditma 

Raya 

Strip 43 

2.  Africa Black Ant - Bungkus 51 
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3.  Amoxicilin PT. Erita 

Pharma 

Strip 47 

4.  Broadmox Indofarma Strip 20 

5.  Captopril 25mg Indofarma Strip 36 

6.  Chloramphenicol Holi Pharma Botol 30 kapsul 

7.  Cialis Tadalafil - Pcs 60 

8.  Corsamyl PT. Corsa Strip 46 

9.  Cytotec Pfizer Strip 1 

10.  Dexa M - Strip 35 

11.  Dexaharsen Harsen Strip 48 

12.  Faridexon Ifars Strip 48 

13.  Farsifen 400 Ifars Strip 30 

14.  Fenaren Bernofarm Strip 31 

15.  FG Troches PT. Meiji Strip 26 

16.  Floutinoride 

cream 

- Pcs 45 

17.  Genalten PT. Ifars Tube 22 

18.  Gentalex Molex Ayus Tube 22 

19.  Gentamicin Kimia Farma Tube 40 

20.  Globenclamide Indofarma Strip 30 

21.  Graparide Graha farma Strip 32 

22.  Gricin Novapharin Strip 28 

23.  Inflason Berlico Mulia 

Farma 

Strip 80 
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24.  Inza Konimex Strip 50 

25.  Neuropyramin –

M 

Pyridam Farma Strip 30 

26.  Novaxicam Novapharin Strip 48 

27.  Paket Obat 

Sipilis 

- Bungkus 45 

28.  Samrox 20 samco Strip 40 

29.  Unigin Universal Strip 42 

30.  Voltadex 50 Beta 

Pharmacon 

Strip 58 

Sumber : Data Balai Besar Pengawsan Obat Dan Makana Kota Pekanbaru Di Salah Satu Toko Bulan Juli 

2019. 

Berdasrkan data diatas jumlah penemuan di salah satu toko sangatlah banyak 

mengapa peneliti ingin meneliti terkait judul “ Upaya Pencegahan Peredaran 

Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan“ di Kota 

Pekanbaru. Kenapa obat daftar G ini sangat berbahaya jika diperjualbelikan di 

toko obat biasa karena Citra dalam Ahmad (2017) mengatakan obat keras daftar G 

(G=Gevaarlijk=Berbahaya) adalah obat yang dimana untuk memperolehnya harus 

dengan resep dokter dengan ditandai lingkar merah bergaris tepi hitam dengan 

bertulisan huruf K didalamnya. Pemakaian obat daftar G haruslah dengan resep 

dokter maupun ada peran farmasi didalamnya karena penggunaan obat G jika 

dikonsumsi tanpa adanya resep akan menjadi racun bagi tubuh dan bahkan bisa 

menyebabkan kematian. 
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Suatu praktek kefarmasian dilakukan tanpa mempunyai keahlian merupakan 

suatu tindak pidana yang bisa merugikan orang banyak. Dimana telah diatur 

didalam undang-undang kesehatan pasal 108 undang-undang RI No.36 Tahun 

2009 yaitu (1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk 

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan 

pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat 

serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan 

praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Permasalahan penjualan obat keras daftar G sangat penting walau masih 

banyak masyarakat yang belum memperhatikannya, seperti yang dikatakan White 

(2011)  dapat menjadi ketegangan yang diemban oleh masyarakat yang sakit 

untuk menjadi sembuh. Permasalahan ini pun diperparah dengan permasalahan 

tidak tahuan atau bahkan tidak pedulinya akan hal tersebut maka dari itu 

masyarakat menjadi sasaran pelaku untuk meraup keuntungan. Padahal dalam 

mengkonsumsi obat keras ini harus ada peran dokter dan apoteker didalamnya 

makanya obat keras ini hanya bisa di jual di sebuah apotek yang sudah ada 

izinnya, karena obat ini sangat berbahaya jika digunakan dengan sembarangan 

karena dia mengandung antibiotik dan sebagainya. Jika seseorang memperoleh 

obat keras ini tidak di Apotek memiliki dampak yang sangat besar bagi dirinya 
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sendiri karena dapat menjadi racun bagi tubuhnya dan dapat menyebabkan 

kematian. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membatasi malasalah yang 

menyangkut studi Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Keras Daftar G 

Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan. 

1. Bagaimanakah Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam 

Mencegah Peredaran Obat Daftar G Yang Ada Di Toko Obat Ko  ta 

Pekanbaru ? 

2. Apa Yang Menjadi Hambatan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan 

Dalam Melakukan Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Keras Daftar G? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Balai Besar Pengawas Obat Dan 

Makanan Dalam Mencegah Peredaran Obat Daftar G Yang Ada Di Toko 

Obat Kota Pekanbaru? 

b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Balai Badan Pengawasan Obat Dan 

Makanan Kota Pekanbaru Dalam Menjalankan Tugasnya ? 
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b. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai pemikiran dalam bidang ilmu kriminologi dan pemecahan suatu 

masalah khususnya mengetahui proses pencegahan peredaran obat yang 

berdaftar G yang tersedia di toko obat tanpa penanganan dari farmasi. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait. 

c. Sebagai masukan bagi penulis, keluarga, dan masyarakat. 

d. Sebagai referensi/rujukan untuk peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Kerangka Konsep 

1. Konsep Kriminologi 

Meljatno dalam Asrianto (2013) mengatakan kriminologi itu merupakan 

suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, prilaku jelek dan tentang 

orang yang bersangkutan pad kejahatan dan prilakunya yang jelek tersebut. 

Asrianto (2013) mengatakan kriminologi sendiri terdiri dari dua kata yaitu crime 

dan logos yang artinya kejahatan dan ilmu pengetahuan, jadi jika diartikan 

kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. 

Sigid (2006:29) mengatakan kriminologi dalam arti luas  dalam pendekatan 

diskriptif dimana pendekatan ini berarti penjelasan kriminologi dengan cara 

pengamatan dan observasi, tentang : 

1. Tingkah laku dan bentuk kejahatan 

2. Cara melakukan kejahatan 

3. Frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda 

4. Ciri-ciri khas yang ada pada pelaku seperti, usia, jenis kelamin, bentuk 

tubuh, dan lain sebagainya 

5. Perkembangan karir dari seorang penjahat 

6. Dalam pendekatan diskriptif penelitian tidak boleh dilakukan dengan cara 

rendom.



13 
 

 
 

Hebdrojono dalam Asrianto (2013) mengatakan bahwa kriminologi sebagai 

gejala sosial maka yang perlu diperhatikan prilaku manusia dalam kedudukannya 

ditengah-tengan masyarakat atau dengan kata lain kriminologi itu memperhatikan 

“ penjahatnya” dan hukum pidana memperhatikan “ pristiwanya” lalu baru 

menoleh kepada penjahatnya dan kemudian menghukum penjahatnya. 

Sahetapy dalam Abintoro (2017) mengatakan kriminologi (Criminology) atau 

yang sering disebut ilmu kejahatan non normative discipline yang mempelajari 

kejahatan dari segi sosial. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari 

manusia dalam pertentangannya dengan norma sosial tertentu, sehingga 

kriminologi juga disebut sebagai ilmu sosiologi penjahat. 

Kriminologi merupakan ilmu yang berupaya untuk memperoleh pengetahuan 

dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam 

masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan 

perbuatan jahatnya itu. 

Abintoro (2017) mengatakan kriminologi berusaha untuk memecahkan 

masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk 

setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan 

reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. 

Soejhono dalam Abintoro (2017) Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai 

fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam 

interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan 

tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar menusia. Andaikan seseorang yang 
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oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila 

dilakukan terhadap dirinya sendiri –misalnya mengambil barang miliknya untuk 

dinikmati-atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan 

bebas-misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya-maka perbuatan itu 

tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian. 

Sahetapy (2005:4) mengatakan kriminologi menurut Sutherland  (1960)  yang 

termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan Undang-

undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi 

terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut. Ruang lingkup kriminologi 

mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari 

proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-

Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. 

Proses-proses tersebut sebenarnya meliputi tiga buah aspek yang terjalin satu 

sama lain, yakni pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-

undang tersebut serta reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang. Jadi beberapa 

perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat (negara) sebagai perbatan yang 

tidak disukai, didefinisikan sebagai kejahatan (misalnya, mengambil nyawa orang 

lain atau membunuh, mengambil barang orang lain atau mencuri, menipu dan 

sebagainya). Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan ini, namun beberapa orang 

tetap melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dapat 

dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Masyarakat (negara) akan bereaksi 

dan bertindak terhadap perbuatan-perbuatan (jahat) seperti ini dengan 

memberikan pidana (hukuman), pembinaan (pengobatan/pemasyarakatan) atau 
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dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Hubungan interaksi ini adalah 

merupakan objek (studi) dari Kriminologi. Merujuk pada tiga aspek tersebut maka 

Sutherland (1960) menganggap bahwa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat 

dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, 

yakni: 

1. Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-

kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. 

Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. 

Pokok-pokok bahasan dalam sosilogi hukum ini, antara lain, peranan 

hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan 

hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok 

masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan 

ekonomi. 

2. Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab 

terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, 

muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana 

atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi 

walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan 

untuk menangkal kejahatan.  

3. Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau 

berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan 

upaya “control of crime” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya 

preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah 
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perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif 

penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan 

penghukuman. 

Shuterland (1942:1) mengatakan Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan 

tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Ini termasuk dalam ruang lingkupnya 

proses pembuatan undang-undang, melanggar hukum, dan bereaksi terhadap 

pelanggaran hukum. Proses-proses ini adalah tiga aspek dari urutan interaksi yang 

disatukan. Tindakan tertentu yang dianggap tidak diinginkan didefinisikan oleh 

masyarakat politik sebagai kejahatan. Terlepas dari definisi ini beberapa orang 

tetap dalam perilaku dan dengan demikian melakukan kejahatan masyarakat 

politik bereaksi dengan penghilangan atau perlakuan lain, atau dengan 

pencegahan, Urutan interaksi ini adalah objek-objek kriminologi. 

2. Konsep Kejahatan 

Kejahatan itu berasal dari kata dasar jahat dimana Poerwadarmita dalam 

Rajamuddin (2015) mengatakan bahwa jahat itu berarti tidak baik,buruk,jelek, 

terutama terkait tentang perbuatan,perlakuan dan tabiat. Kejahatan adalah yang 

bersifat jahat atau perbuatan yang jahat. 

Rajamuddin (2015) mengatan adapun pengertian kejahatan dengan berbagai 

macam pendekatan yaitu: 

1. Pengertian secara etimologis adalah kejahatan merupakan perbuatan atau 

tindakan jahat, dimana suatu perbuatan tersebut di katakan sebagai suatu 

tindak kejahatan didasarkan pada sifat perbuatanya tersebut karena 
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perbuatannya itu merugikan masyarakat maupun perorangan baik dari segi 

material maupun inmaterial, contohnya seperti mencuri, merampok, 

memperkosa, membunuh, dan lain sebagainya. 

2. Pengertian secara yuridis mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan 

anti sosial dan perbuatan itu mendapatkan perlawanan atau tantangan 

dengan sadar dari negara yang berupa penderitaan atau hukuman serta 

tindakan. 

3. Pengertian secara sosiologis adalah kejatan merupakan suatu tindakan 

yang melanggar norma atau khaidah yang berlaku didalam masyarakat 

yaitu seperti norma hukum, agama, adat, dan sosial. 

4. Pengertian secara kriminologis adalah kejahatan merupakan ilmu yang 

mempelajari sebab akibat kejahatan serta bagaina cara menanggulanginya.  

Dermawan (2001) mengatakan kejahatan dari sudut pandang sosiologi 

merupakan perbutan anti sosial dan melanggar norma maupun sesuatu hal yang 

tidak dikehendaki oleh masyarakat, menjengkelkan, merugikan, sehingga tidak 

boleh dibiarkan dan secara sadar ditentang. 

Bonger dalam Santoso (2001:14) mengataan kejahatan merupakan perbuatan 

anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dalam negara yang merupa 

pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum 

mengenai kejahatan. 

Adang (2010:15) mengatakan kejahatan dari segi kriminologis adalah suatu 

perbuatan yang melanggar undang-undang maupun hukum pidana  tetapi yang 
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lebih luas yaitu yang mencangkup perbuatan anti sosial yang dapat merugikan 

masyarakat walaupun perbuatan itu belum diatur didalam undang-undang maupun 

hukum pidana. 

Mustofa (2010:23) mengatakan kejahatan adalah yang sering disebut dengan 

kejahatan memiliki ciri-ciri utama terdapat korban individu, kelumpok, organisasi, 

yang menderita kerugian fisik, psikologi, atau materi termasuk kerusakan 

lingkungan hidup dn tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia. 

Atmasasmita dalam Kasmanto (2017) mengatakan kejahatan adalahistilah 

yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara 

hukum maupun sosial. Sama halnya dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara 

univesrsal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. 

Kasmanto (2017) mengatakan kejahatan adalah salah satu fenomena sosial 

yang ada di masyarakat. Kejahatan tidak dapat dihilangkan dengan adanya 

kesenjangan sosial dan aspek yang mempengauhi dan memprovokasi para pelaku 

untuk melakukan tindak pidana. 

3. Konsep Pencegahan 

Pencegahan merupakan suatu tindakan atau proses, cara untuk mencegah atau 

bisa dibilang menahan supaya sesuatu tidak terjadi. Dapat juga dikatakan supaya 

sesuatu pelanggaran, kejahatan, atau sesuatu yang tidak di inginkan itu terjadi. 

Badan Pengawas Obat Dan Makanan mengatakan bahwa pencegahan dibedakan 

dalam beberapa jenis yaitu :  
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1. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan 

kebijakan yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan. 

Standardisadi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari 

perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat 

standar tersendiri. 

2. Penilaian atau Pre Market  Evaluation yaitu evolusi prodek sebelum 

memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diprodeksi dan diedarkan 

kepada kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan 

agar prodek yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. 

3. Pengawasan setelah beredar atau Post Market Control  adalah untuk 

melihat mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan 

dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, 

serta pemeriksaan sara produksi dan distribusu Obat dan Makanan, 

pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penendaan dan iklan.  

4. Pengujian laboratorium adalah produk yang disampling kemudia diuji 

melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan 

tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. 

Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan 

sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan 

untuk ditarik dari peredaran. 

5. Penegakan Hukum dibidang pengawan obat dan makanan adalah 

penegakan hukum berdasarkan bukti hasil pengujian, pemeriksaan, 

ataupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan 
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projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti 

dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita 

untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk keranah pidana, maka 

terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum 

pidana. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) mengatakan pencegahan 

adalah proses maupun cara untuk membuat sesuatu tidak terjadi. Sedangkan 

menurut sudut pandang hukum pencegahan ialah suatu upaya untuk mencegah 

supaya suatu pelanggaran tersebuat tidak terjadi dan upaya awal supaya suatu 

kejahatan itu tidak terjadi. 

Sedangkan Yunita (2011) mengatakan pencegahan merupakan prevention 

atau pencegahan itu terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang 

bertujuan untuk meningkatkan kopetensi interpersonal seseorang yang berfungsi 

sebagai individu,orang tua, dan pasangan. 

Dermawan (2001) mengatakan pencegahan adalah strategi untuk mencegah 

individu terlibat didalam kejahatan atau merehabilitasi mereka sehingga mereka 

tidak melakukan tindakan kejahatan.  

4. Obat daftar G/ Obat Keras 

Menurut Kep. MenKes RI No. 193/Kab/B.VII/71, Obat adalah suatu bahan 

atau paduan bahan-bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menetapkan 

diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit 

atau gejala penyakit. Lika atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia 
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atau hewan dan untuk memprotek atau memperindah badan atau bagian badan 

manusia. 

Bersadarkan peraturan mentri kesehatan RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 

penggolongan obat-obatan sebagai berikut:  

1. Obat Bebas adalah obat-obatan yang diperjual belikan secara bebas karena 

didalam penggunaanya tidak membahayakan masyarakay dan dapat 

digunakan sendiri tanpa adanya pengawasan dari dokter. 

2. Obat Bebas Terbatas adalah obat-obatan dalam jumlah tertentu aman tetapi 

apabila penggunaan yang terlalu banyak akan menimbulkan efek kurang 

enak. Tetapi tidak perlu dibawah pengawasan dokter. 

3. Obat Wajib Apotek adalah obat-obatan kerang yang hanya bisa diberikan 

oleh apoteker pengelola apotek kepada pasien dan tanpa resep dokter. 

Bertujuan untuk memerluas keterjangkauan obat untuk masyarakat. 

4. Obat Keras Daftar G adalah obat-obatan yang hanya bisa diperoleh dengan 

resep dokter dan obat jenis ini hanya bisa dijual oleh apotek dan hanya 

dengan resep dokter. 

5. Obat Psikotropika Dan Narkotika Daftar O adalah obat-obatan yang dapat 

menurunkan aktifitas otak dan bisa merangsang susunan syaraf pusat dan 

menimbulkan kelainan prilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, hayal, 

gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan 

ketergantungan dan mempunyai efek stimulasi (merangsang)  bagi 

pemakainya. 
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Citra dalam Ahmad (2017) mengatakan obat keras daftar G 

(G=Gevaarlijk=Berbahaya) adalah obat yang dimana untuk memperolehnya harus 

dengan resep dokter dengan ditandai lingkar merah bergaris tepi hitam dengan 

bertulisan huruf K didalamnya. Pemkaian obat daftar G haruslah dengan resep 

dokter maupun ada peran farmasi didalamnya karena penggunaan obat G jika 

dikonsumsi tanpa adanya resep akan menjadi rajun bagi tubuh dan bahkan bisa 

menyebabkan kematian. 

5. Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan 

Balai Besar Pengawas Obat dan makanan (BBPOM) adalah sebuah lembaga 

pemerintahan yang berada di Provinsi Riau. Lembaga ini berada dibawah naungan 

Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM).  Lembaga ini memiliki tugas 

dan fungsi yang diatur dalam peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 pasal 2 

tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, yang memiliki  tugas utama 

sebagai berikut :  

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dalam 

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Obat dan makanan dimana dimaksud didalam ayat 1 terdiri atas obat, bahan 

obat, narkotika, psikotropika, prekurso, zat adiktif, oabat tradisional, suplemen 

kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.  
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Secara lebih lanjut fungsi bpom dijelaskan dalam peraturan presiden No.80 

Tahun 2017 pasal 3 tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, yang 

memiliki  fungsi utama utama sebagai berikut :  

(1). Dalam melaksanakan tugas obat dan makan, bpom menyenggaraka fungsi :  

a) Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan 

b) Pelaksaan kebijakan nasional dibidang obat dan makanan  

c)  Pengusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum 

pengawan dan selama beredar  

d) Kordinasi pelaksaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi 

pemerintah pusat dan daerah  

e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan obat dan 

makanan  

f) Pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan 

pengawasan obat dan maanan 

g) Kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi BPOM 

h) Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab BPOM  

i) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPOM 

j) Dan pelaksaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi dilingkungan BPOM, 
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 (2). Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 

pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan 

untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan 

persyaratan keamanan, kasiat atau manfaat, dan mutu produk yang 

ditetapkan,  

(3). Pengawasan selama beredar sebagai mana dimaksud pada ayat 1 adalah 

pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan 

makanan ang beredar standar dan persyaratan keamanan, kasiat atau manfaat, 

dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. 

B. Kajian Jurnal / Skripsi Terdahulu 

a. Irnasya Shafira. 2018. Analisis Terhadap Peranan Negara Dalam 

Menangani Peredaran Obat Palsu Secara Online Di Indonesia Dalam 

Kerangka State - Facilitated Organized Crime. 

Irsyana Shafira (2018) melakukan Analisis Terhadap Peranan Negara 

Dalam Menangani Peredaran Obat Palsu Secara Online Di Indonesia Dalam 

Kerangka State - Facilitated Organized Crime, penelitian ini dilakukan dengan 

metode kualitatif. Dan mendapatkan hasil yaitu peredaran obat palsu merupakan 

suatu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang telah terjadi di Indonesia 

selama lebih dari 20 tahun dan dewasa ini, peredaran obat palsu mengalami 

perkembangan ruang dengan adanya media Internet. Perkembangan ruang ini 

kemudian menyebabkan suatu keadaan dysnomie dalam dunia maya yang 

kemudian berujung kepada keadaan ‘tanpa hukum’ yang menjadi faktor 
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kriminogenik pemicu beredarnya obat palsu secara online di Indonesia. Negara 

memiliki kewajiban untuk mencegah dan menangani fenomena peredaran obat 

palsu di Indonesia. Namun hasil penelitian menemukan bahwa negara secara tidak 

langsung telah berperan dalam memfasilitasi terjadinya peredaran obat palsu 

akibat kegagalannya dalam menciptakan regulasi peredaran obat secara online. 

Ketidakadaan regulasi kemudian menjadi salah satu faktor kegagalan negara 

dalam menangani peredaran obat palsu secara online. 

b. Firjat Anggraini, dkk. 2017. Fungsi dan peranan badan pengawasan 

obat dan makanan (bpom) dalam perlindungan konsumen terhadap 

makanan yang mengandung zat berbahaya. 

Firjat Anggraini, Dkk.( 2017) melakukan penelitian fungsi dan peran BPOM 

dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat 

berbahaya, peneliti juga menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. Dan menemukan hasil sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

adalah kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan produsen maka konsumen 

membutuhkan adanya instansi BPOM sebagai pengawas terhadap kelayakan dan 

keamanan terhadap makanan obat dan makanan untuk menghindari kerugian yang 

dialami oleh konsumen mengingat masih terdapatnya makanan yang mengandung 

berbahaya dipasar dan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap zat 

berbahaya, peranan pemerintah perlu dimaksimalkan dalam pengendalian, 

pengawasan dan pembinaan serta penyuluh terhadap konsumen dan pelaku usaha, 

upaya hukum yang dilakukan konsumen yaitu dengan ligitasidan non ligitasi. 
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Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian diatas adalah penelitian 

yang lagi diteliti oleh peneliti yaitu lebih menitik beratkan terhadap bentuk 

pencegahan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan 

(BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap peredaran Obat keras daftar G yang dijual di 

toko obat tanpa adanya peran farmasi atau apoteker didalamnya yang ada di Kota 

Pekanbaru. 

C. Kerangka Teori 

Berdasarkan judul “ upaya pencegahan peredaran obat-obatan daftar G oleh 

balai besar pengawasan obat dan makanan” kota pekanbaru provisi riau maka 

peneliti peneliti akan mengukur penelitian ini dengan teori sebagai berikut : 

a. Strategi Pencegahan Kejahatan 

Lab (2013)  dalam  Andaru (2016) mengatakan menurut Stave P. Lab 

didalam pencegahan kejahatan terbagi menjadi tiga bagian yaitu pencegahan 

primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.  

1. Pencegahan Primer. 

Pencegahan primer adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan 

dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan 

terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menyasar 

pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan 

kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk bebuat 

jahat. Kondisi fisik dan sosial yang berkaitan dalam pendekatan ini mengenai tata 
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ruang lingkungan, pengawasan linkungan oleh masyaraka, pencegahan umum, 

pendidikan masyarakat akan pencegakan kejahatan, dan standar keamanan 

pribadi. Kesuksesan pencegahan kejahatan primer ini sangatlah tergantung pada 

partisipasi masyarakat. 

2. Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan 

masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi potensi 

penyimpangan dan sumber perilaku menyimpang serta identifikasi situasi dan 

tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan 

hasil identifikasi tersebut dilakukanlah upaya intervensi kepada situasi dan 

kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak terjadi. Beberapa 

program pencegahan sekunder ini berhubungan dengan program pengalihan dan 

penjauhan kelompok rentan dari kemungkinan melakukan melakukan kejahatan. 

3. Pencegahan Tersier 

Pencegahan tersier merupakan upaya pencegahan kejahatan yang 

berhubungan dengan apara sistem peradilan pidana . kegiatan aparat penegak 

hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, 

penahanan, dan rehabilitasi termasuk kedalam pencegahan kejahatan primer. 

Prinsip dari pencegahan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari 

masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat kembali. 

Pencegahan kejahatan tersier sering diabaikan dalam diskusi pencegahan 

kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.
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D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan upaya bagi peneliti untuk menjelaskan gejala atau 

hubungan antara gejala yabg telah diambil atau yang menjadi perhatian, atau 

kumpulan untuk menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Maka, didalam 

penelitian ini kerangka pikir yang dibangun yaitu : 

Tabel 2.I Kerangka Pemikiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Modifikasi Penulis 2019. 

 

Peredaran Obat 
Keras Daftar G 

1. Standardisasi 
2. Pre Market 
3. Post Market 
4. Pengujian Laboratorium 
5. Penegakan Hukum 

 

Balai Besar Pengawas Obat 
Dan Makanan di  Pekanbaru 

Upaya 
Pencegahan 

Strategi 
Pencegahan 
Kejahatan 

Primer Skunder Tersier 
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E. Konsep Operasional 

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut: 

1. Pencegahan merupakan suatu tindakan atau proses, cara untuk mencegah 

atau bisa dibilang menahan supaya sesuatu tidak terjadi. Dapat juga 

dikatakan supaya sesuatu pelanggaran, kejahatan, atau sesuatu yang tidak 

dingginkan itu terjadi. 

2. Peredaran menurut peraturan mentri kesehatan RI No. 1010 tahun 2008 

adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyeluruh atau penyerahan 

obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindahtanganan. 

3. Obat Daftar G adalah obat yang dimana untuk memperolehnya harus 

dengan resep dokter dengan ditandai lingkar merah bergaris tepi hitam 

dengan bertulisan huruf K didalamnya. 

4. Balai Besar Pengawas obat dan makanan adalah sebuah lembaga 

pemerintahan yang berada di Provinsi Riau. Lembaga ini berada dibawah 

naungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM). 

 
F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah Field Research, maka data penelitian ini diperoleh 

dengan berbagai cara:  

a. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang dilakukan di satu 

lembaga yang mempunyai kewenangan dan keterkaitan dengan permasalahan 
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perncegahan obat-obatan daftar G, yaitu Balai Besar Pengawasalan Obat dan 

Makanan yang ada diaerah Pekanabaru yang dianggap menjadi sumber dalam 

penelitian yang sedang diteliti. 

b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala 

yang diteliti. Peneliti melakukan observasi lapangan ke salah satu lembaga 

pemerintah yang di berikan mewenangan mengawasi peredaran Obat dan 

Makanan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM)  Daerah Riau.  

c. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Dokumentasi yang dipakai didalam penelitian ini dengan 

menggunakan foto dan data yang didapat di Balai Besar Pengawasan Obat 

Dan Makanan Kota Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan valid  maka peneliti memakai 

metode penelitian kualitatif dimana penulis merasa dengan memakai metode 

kualitatif lebih sesui dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh, serta 

supaya bisa menjawab pertanyaan penelitian. Dimana dikatakan oleh Tohrin 

(2012:2) Penelitian kualitatif adalah tipe penelitian yang digunakan oleh 

penelitian deskriftif atau penelitian lapangan yaitu penggambaran keadaan yang 

sebenarnya. Menurut bungin (2007:108) mengatakan kualitaf adalah wawancara 

mendalam merupakana proses untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman 

wawancara. 

B.  Tipe Penelitian 

Tipe penelian yang diambil oleh peneliti merupakan penelitian lapangan (field 

research) atau bisa juga di katakan dengan tipe penelitian deskriftif dimana 

penelitian ini memberikan gambarang langsung situasi dan kejadian secara 

sistematis, utuh, dan aktual, hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti.
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C.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan disalah satu lembaga yaitu Balai Besar Pengawas 

Obat Dan Makanan (BBPOM)  yang ada di Kota Pekanbaru, dengan alasan 

disanalah peneliti bisa mendapatkan data yang diinginkan dan valid sesuai dengan 

judul penelitian yang sedang diteliti. 

D.  Pemilihan Informan 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menyadari bahwa pentingnya key 

infoman  dan informan yang mengetahui, oleh karena itu Suyanto (2005:171) 

mengatakan  penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel. 

Subjek penelitian ini menjad informan yang akan memberikan berbagai informasi 

yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-

benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya 

dapatdiperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa 

pernyataan, ketrangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami 

persoalan atau permasalahan yang sedang diteliti. 

Informasi penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 

1. Informan kunci ( key informan) merupakan mereka mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti. 
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3. Informasi tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi dalam interaksi sosial yang 

diteliti. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan 

utama yaitu sebagai berikut : 

1. Informan kunci (key informan) adalah Kepala Bidang Penindakan Balai Besar 

Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru. 

2. Informan adalah Pegawai Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan. 

No. Nama Key Informan Informan 

1 Kepala Bidang Penindakan 

BBPOM 

1 - 

2 Pegawai BBPOM - 1 

3 Penyidik BBPOM - 1 

 

E. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data dan sumber data yang akan peneliti pakai di dalam penelitian ini 

terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data skunder, dimana yang dimaksud 

dngan data primer dan data skunder yaitu: 

1. Data primer adalah pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil 

wawancara dengan key informan dan informan. 
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2. Data skunder adalah data yang diperopleh dari kajian pustaka, jurnal, buku, 

yang berkaitan dengan penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai di dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan cara penulis 

terjun lansung kelapangan atau kelokasi tempat penelitian. 

2. Wawancara yaitu merupakan tenik pengumpulan data dengan cara melalui 

proses wawancara lansung oleh kedua belah pihak,  yang dimana pihak 

pertama sebagai pencari informasi dan pihak kedua sebagai pemberi 

informasi. 

3. Dokumentasi yaitu dimana data yang diperoleh dari dokumentasi sebagai data 

pendukung atau penunjang yang di perlukan peneliti dengan menggunakan 

kamera pada saat penelitian berlangsung. 

.
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G.   Jadwal Kegiatan Penelitian 

 Berikut merupakan tabel jadwal penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Jenis 
Kegiatan 

Bulan dan MingguTahun 2019-2020 K
e
t  

Septemb
er 

Novemb
er 

Desemb
er 

Januari Februari Maret  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 Persiapan 

& 
penyusuna
n UP 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

   
 

                  

2 Seminar 
UP 

         x                

3 Perbaikan 
UP 

           x x             

4 Wawancar
a kepihak 
yang 
terkait 

              
 

    
x 

       

5 Pengurusan 
rekomenda
si 
penelitian 

             
 
 

 
 
 

  
 

  
x 

       

6 Penelitian 
lapangan  

                 x        

7 Analisis 
data  

                  x       

8 Penyusuna
n laporan 
skripsi  

                 
 

 
 

 x      

9 Konsultasi 
perbaikan 
skripsi 

                   
 

 x     

10 Ujian 
Skripsi  

                      x   

11 Refisi dan 
pengesahan 
skripsi  

                     
 

 
 

 x  

12 Pengadaan 
dan 
penyerahan 
skripsi  

                       
 

 
X 

 
 



36 
 

 

BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Geografis 

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan ( BBPOM ) di Pekanbaru 

mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau. Provinsi Riau secara geografis, 

geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada 

masa kini maupun masa yang akan datang kerena terletak pada jalur perdagangan 

ragional maupun internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-Gt 

dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01o05’00” Lintang Selatan 

sampai 02o25’00” Lintang Utara dan 100o00’00” sampai 105o05’00” Bujur Timur 

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. 

• Sebelah Utara  : Selat Malaka dan Provinsi Sumatra Utara. 

• Sebelah Selatan  : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Barat. 

• Sebelah Barat   : Provinsi Sumatra Barat. 

• Sebelah Timur  : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka. 

Kota Pekanbaru diatas wilayah 446,5 km dan berada pada garis 0o31 

Lintang 101o dan 27o Bujur Timur dengan ketinggian maksimal 8 km diatas 

permukaan laut. Sebelah Selatan Sungai Siak (Wilayah Kecamatan Rumbai) 

keadaannya landai atau terbukti dengan ketinggian 5-50 meter diatas permikaan 

laut. Pada umumnya Kota Pekanbaru terletak pada dataran tinggi yang 

bergelombang-gelombang.  
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b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru merupakan 

Lembaga Pemerintah Non Depertemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 

tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 

tahun 2003. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai Visi 

dan Misi dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu : Visi Balai Besar Pengawas 

Obat dan makanan (BBPOM) Pekanbaru “ Obat dan Makanan Aman 

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa “. 

Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru 

yaitu:  

1. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk 

melindungi masyarakat. 

2. Mendorong kemandirian pelaku dalam memberikan jaminan keamanan 

obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku 

kepentingan. 

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. 

Adapun tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan jaminan produk obat dan makanan aman, bermanfaat, dan 

bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. 

2. Meningkatkan daya saing oabt dan makanan di pasar lokal dan global 

dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim 
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inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing obat dan 

makanan di pasar lokal dan global. 

c. Struktur Organisasi Blai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi Penulis 2020 
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Seksi Penguji 
Mikrobiologi 

Seksi Penguji 
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Seksi 
Setifikasi 

Seksi 
Pemeriksaan 
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Sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) di daerah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru 

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 

tentang perubahan atas keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) RI Nomor 050118/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang organisasi dan tata 

kerja unit pelaksana teknis dilapangan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan 

produk trapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, 

kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.  

Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Maknan 

(BPOM) RI tersebut di atas, tugas setiap bidang sebagai berikut:  

a. Bidang pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional 

di bidang pengujian dan penilaian kimia dan mikrobiologi obat dan 

makanan. 

b. Bidang pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara 

laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan 

berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian 

mutu di bidan mikrobiologi. Dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 
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• Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program evaluasi dan laoran 

pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian 

pangan dan bahan berbahaya. 

• Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan 

pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian 

mikrobiologi. 

Bidang pengujian terdiri dari : 

• Seksi pengujian kimia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan 

laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan 

berbahaya. 

• Seksi pengujian mikrobiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pangan 

pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian 

mikrobiologi. 

c. Bidang pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

operasional di bidang inpeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produk 

dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan 

kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sempling) produk 

obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas penyelenggarakan fungsi: 

• Penyusunan rencan dan program di bidang inpeksi dan sertifikasi 

srana/fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan makanan dan 
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srana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta setifikasi dan pengambilan 

contoh (sempling) produk obat dan makanan. 

• Pelaksanaan inpeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi oabt 

dan makanan dan srana/fasilitas pelayanan kefarmasian. 

• Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi 

produk obat dan makanan. 

• Pelaksanaan pengambilan contoh (sempling) obat dan makanan. 

• Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi 

dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan 

makanan dan srana/fasilitas pelaksanaan kefarmasian, serta sertifikasi 

dan pengambilan contoh (sempling) produk obat dan makanan. 

Bidang pemeriksaan terdiri dari : 

• Seksi inspeksi, mempunyai tugas melakukan inspeksi saranan/fasilitas 

produk dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas 

pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sempling) produk 

oabt dan makanan. 

• Seksi sertifikasi, mempunyai tugas malakukan sertifikasi 

saranan/fasilitas produk dan/atau distribusi dan produk oabt dan 

makanan. 

d. Bidang penindakan, mempunyai tugas melaksanakan kebijaka operasional 

di bidang penindakan terhadap pelanggaran tertentu perundang-undangan 
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di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

• Penyusunan rencana dan program intelijen dan penyidikan terhadap 

pelanggaran tertentu peraturan perundang-undangan dibidang 

pengawasan obat dan makanan. 

• Pelaksanaa itelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran tertentu 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan 

makanan. 

• Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen 

dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. 

e. Bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen, mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan 

pelaksanaan sertifikasi produk, sarana dan produksi dan distribusi tertentu, 

serta layanan informasi konsumen. Dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

• Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan 

informasi konsumen. 

• Pelaksanaan sertifikasi produk, saranan produksidan distribusi tertentu . 

• Pelaksanaan layanan informasi konsumen. 

• Evakuasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan 

informasi konsumen. 
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f. Subbagian tata usaha, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 

administrasi di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) . 

Dilihat dari fungsinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru 

secara garis besar, terdapat tiga inti kegiatan atau pilar lembaga Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yakni:  

a. Pengawasan obat dan makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) 

melalui:  

• Pengambilan sempel dn pengujian. 

• Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat 

dan makanan di Provinsi Riau, termasuk pasar aman dari bahan 

berbahaya. 

• Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang obat dan 

makanan di Pusat dan Balai. 

• Penguatan kapasitas laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. 

b. Pemberdayakan masyarakat melalui kominikasi informasi dan edukasi 

serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepenatingan 

dalam rangka meningkatkan efektivitas engawasan obat dan makanan di 

Pusat dan Balai melalui: 

• Publick warning. 
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• Pemberian informasi dan penyuluhan/komunikasi, informasi, dan 

edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan 

makanan, serta; 

• Peningkaan pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS), 

peningkatan kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru sahabat ibu, dan advokasi kepada masyarakat. 

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar Pengawas Obat dan  

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintahan yang 

merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Untuk 

mendukung tugas-tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang 

memiliki keahlian dan untuk emndukung tugas –tugas Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah 

SDM yang dimiliki Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

pekanbaru untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan 

sampai 2020 adalah sejumlah 92 orang. Adapun jumlah pegawai Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru berdasarkan tingkat 

pendidikan sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1.  S3 0 

2.  S2 9 

3.  Apoteker/Profesi 25 

4.  S1 11 

5.  Non Sarjana 47 

 Jumlah 92 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

a. Persiapan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala 

Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota 

Pekanbaru, pegawai Balai Besar pengawas Obat dan Makanan  (BBPOM) di Kota 

Pekanbaru, dan penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Kota Pekanbaru. Wawancara dilakukan guna untuk mendaoatkan jawaban atas 

pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. 

Sebelum penelitian berlangsung peneliti melakukan beberapa tahap periapan 

sebagai berikut :  

1. Observasi 

Obsevasi dilakukan dengan mewawancarai secara tidak stuktur 

terhadap Kepala Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Kota Pekanbaru sebagai data awal peneliti dalam melakukan 

penelitian, selanjutnya penelititi mewawancarai pegawai Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru selaku pihak yang melakukan 

upaya pencegahan peredaran obat daftar g yang ada di Provinsi Riau kususnya di 

Kota Pekanbaru. 

Selanjutnya dengan menggunakan data tidak tertulis dalam bentuk  field 

note.field note digunakan untuk melihat dan memaknai prilaku key informan, baik 

dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan dan buku-buku bacaan 



47 
 

 
 

yang sesuai dengan hal yang terjadi yang penulis angkat untuk menjadi bahan 

penelitan yang akan diteliti dan dibahas pada bab ini. 

2. Penyusunan Pedoman Wawancara 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman 

wawancara yang berdasarkan tujuan peneliti, pertanyaan penelitian, tinjauan 

penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman 

wawancara dimulai dengan pertanyaan umum seperti identitas, kesibukan, dan 

lainnya. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat suasana yang santai ketika sesi 

wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini. 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. 

Pemilihan subjek diawalai dengan penelitian langsung turun kelapangan yaitu di 

Balai Besar Pengawasa Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. 

Dari wawancara peneliti dengan beberapa subjek, diperoleh beberapa 

jawaban yang mengarah pada tema dari penelitian ini. Untuk menjawab 

pertanyaan penelitian tersebut ada proses dan analisa yang akan dilakukan yaitu “ 

Bagaimana Upaya Pencegahan Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan?”. 
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Tabel 5.1 Jadwal Wawancara 

 

 

 

 

Key Informan 

 

Nama/Inisial 

Tanggal 

Wawancara 

Tempat 

Wawancara 

Ibu Veramika Ginting, 

S.Si., Apt, MH ( Kepala 

Bidang Penindakan 

Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru 

 

 

11 Februari 2020 

 

 

BBPOM 

 

 

 

 

Informan 

Penyidik pegawai negeri 

sipil Balai Besar 

Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di 

Pekanbaru 

 

 

11 Februari 2020 

 

 

BBPOM 

Pegawai Balai Besar 

Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) 

 

11 Februari 2020 

 

 

 

BBPOM 

 

 

Sumber : Modifikasi Penulis 2020 

 

 

 



49 
 

 
 

b. Hasil Wawancara  

Hasil penelitian berfokus pada bagaimana pola pencegahan peredaran obat 

daftar G yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Pekanbaru, kemudian wawancara dilakukan kepada kepala bagian penindakan 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Penyidik 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, dan Pegawai 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. 

Sewaktu penelitian ini berjalan peneliti tidak mengalami kendala dalan hal 

meminta keterangan dan wawancara yang penulis lakukan sehingga pihak yang 

menjadi key informan dan informannya bersedia dalam memberikan keterangan 

yang mana yang menggunakan pendekatan yang bersifat mitra, berikut kutipan 

hasil wawancara : 

1. Wawancara dengan ibu Veramika Ginting S.Si., Apt., MH. ( Kepala 

Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru. 

Ibu Kepala Bidang Bidang Penidakan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2020 pada pukul 

10:00 Wib, bertepatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Pekanbaru. Key informan merupakan kepala bagian penindakan di Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yang sudah bekerja selama 

hampir 9 tahun. Beliau menjelaskan bagaimana bagian penindakan melakukan 

tugasnya terhadap pelanggar dan menjalankan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengawasan obat dan makanan. 
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“ Kami dalam melakukan tugas hanya menjalankan kebijakan operasional 
di bidang penindakan terhadap pelanggar dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan fir” ( 
wawancara dengan kepala bidang penindakanan BBPOM, 11 Februari 
2020). 

 Bagian penindakan melakukan tugasnya terhadap pelanggar dan 

menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan 

makanan. 

 “ Sebelum melakukan penindakan terlebih dahulu melakukan investigasi 
ke beberapa toko obat yang di curigai menjual obat keras daftar G” 
(wawancara dengan kepala bidang penindakanan BBPOM, 11 Februari 
2020). 

 Sebelum melakukan penindakan di mulai dengan investigasi yang 

dilakukan oleh bagian penindakan yang dilakukan di toko-toko obat yang telah di 

tandi sebelumnya yang di curigai menjual obat daftar G tanpa adanya peran 

apoteker. 

 “ Investigasi dilakukan oleh pegawai penindakan untuk memastikan 
ada nggak barang bukti di toko-toko obat yang dicurigai menjual obat 
keras daftar G, kalau ternyata toko obat tersebut menjual obat keras 
daftar G tanpa resep dokter dan toko obat tersebut tidak memiliki 
apoteker atau peran farmasi di dalamnya maka akan dilakukan 
penndakan dan penyitaan barang bukti” (wawancara dengan kepala 
bidang penindakanan BBPOM, 11 Februari 2020). 

Investigasi ini dilakukan dengan cara salah satu dari pegawai penindakan atau 

beberapa pegawai penindakan dengan menyamar menjadi pembeli di toko-toko 

obat yang dicurigai menjual obat keras daftar G setelah mendapatkan toko obat 

yang ternyada ada menjual obat keras daftar G tanpa resep dokter dan toko obat 

tersebut tidak memiliki peran apoteker di dalamnya akan dilakukan penindakan 

dan penyitaan barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM). 
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“Setelah kami melakukan penyitaan barang kami akan menaruhnya digudang 
penyimpananbarang bukti, lalu kami menyerahkan barang bukti tersebut ke 
pengadilan tinggi guna untuk proses selanjutnya. Dengan waktu yang 
bersamaan penyidik kami akan meminta keterangan kepda pelaku tentang 
perbuatannya kemudian jika semua peroses telah berjalan dan ternyata 
toko obat tersebut barang buktinya tidak mencukupi maka akan kami 
keluarkan surat pemberhentian perkara dan pemberian surat peringatan 
kepada pelaku bahwa perbuatannya itu membahayakan masyarakat dan 
melagar hukum” ( wawancara dengan kepala bidang penindakan, 11 
Februari 2020) 

Setelah dilakukan penyitaan barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru akan menaruhnya di gudang penyimpanan 

barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru 

untuk di seranhkan ke pihak Pengadilan Tinggi Pekanbaru guna untuk proses 

selanjutnya. Pada saat yang bersamaan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melakukan penyelidikan 

dan penyidikan terhadap pelaku dengan meminta keterangan terkait pelanggaran 

yang dilakukannya dan ternyata barang buktinya tidak mencukupi kriteria maka 

pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru berhak 

mengeluarkan Surat Pemberhentian Perkara Pidana (SP3) dan peringatan kepada 

pelaku bahwa perbuatannya tersebut dapat membahayakan masyarakat dan 

melanngar hukum. 

“ Bisa, kalau pelakunya sudah berkali-kali kami sita barangnya dan telah 
berkali-kali kami kasi surat peringatan tetapi masih menjual juga kami 
akan melakukan tindakan keras terhadap pelaku dengan cara menutup toko 
obatnya dan pelaku bisa kami penjarakan” ( wawancara dengan kepala 
bidang penindakan BBPOM, 11 Februari 2020) 

Jika pelaku sudah berkali-kali di sita barangnya oleh pihak Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dan sudah berkali-kali pula 

mendapatkan surat peringatan dari pihak Balai Besar Pengawas Obat dan 
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Makanan (BBPOM) di Pekanbaru makan akan di lakukan tindakan keras kepada 

pelaku dengan cara menutup toko obatnya dan pelaku bisa di penjarakan. 

 “ Kesulitan kami dalam menjalankan tugas tu biasanya seperti kalau kita 
sudah yakin melakukan penggerebekan di toko yang kami sudah yakin di 
dalamnya ada barang bukti dan dia terbukti menjual obat daftar G tanpa 
resep dokter beberapa hari kemudian baru bisa kami melakukan 
penindakan atau penggerebekan di toko tersebut karena kami tidak 
memiliki wewenang melakukan hal tersebut karena kami hanya diberikan 
wewenang dalam menyita barang, kami biasanya mengundang kepolisian, 
satpol PP, dinas kesehatan, dengan mengirimkan surat ke instansi-instansi 
tersebut bahwa pada tanggal yang ditentuka kami melakukan penindakan 
di toko yang telah di tentukan, dari situlah biasanya informasinya bocor 
dan sampai ke pelaku jadi pelaku bisa menyembunyikan barang buktinya” 
(wawancara dengan kepala bagian penindakanan BBPOM, 11 Februari 
2020). 

Kesulitan dilapangan dalam melakukan penindakan adalah setelah melakuka 

investigasi biasanya beberapa hari kemudian baru bisa melakukan penggerebekan 

dikarnakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) hanya diberikan 

penyitaan barang dan dalam melakukan penggerebekan harus berkerjasama 

dengan pihak Kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dikarnakan Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan Tidak mempunyai wewenang dalam melakukan 

penggerebekan karena masih belum ada undang-undang secara khusus yang 

mengatur tentang BPOM belum ada. Dengan cara memberikan undangan ke 

instansi-instansi tersebut bahwa pada hari yang ditentukan akan melakukan 

penggerebekan dan penyitaan barang bukti di toko yang telah di tuju. Biasanya 

beberapa dari pihak tersebut membocorkan informasi dan sampilah kepada pelaku 

bahwa pada hari yang di tentukan  ada penggerebekan di toko pelaku tersebut, jadi 

pelaku bisa menyembunyikan barang buktinya. 
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 “ Ya betul tu fir, pencegahan pertama yang harus dilakukan seperti 
sosialisasi kepada masyarakat terkait betapa bahayanya jika 
mengkonsumsi obat keras daftar G tanpa ada resep dokternya “ 
(wawancara dengan kepala bidang penindakanan BBPOM, 11 Februari 
2020). 

Pencegahan pertama yang harus dilakukan terkait peredaran obat-obatan 

daftar G yang ada di toko obat perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa 

betapa berbahayanya obat keras daftar G ini jika dikonsumsi tanpa adanya resep 

dokter. 

2. Wawancara dengan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. 

Penyidik merupakan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 10:55 Wib, bertepat 

di ruangan penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Pekanbaru yang sudah bekerja selama 5 tahun. 

“  Dalam bagian penindakan kami melakukan pelaksaan itelijen dan 
penyidikan terhadap pelanggaran yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan 
makanan “ ( wawancara dengan penyidik BBPOM, 11 Februari 2020 ) 

 

Tugas yang dilakukan oleh pegawai bagian penindakan adalah melakukan 

pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran dan ketentuan 

peraturan perundang-undangn di bidang pengawasan obat dan makanan. 

“ Khusu penyidik pegawai negeri sipil balai biasanya dalam menangani 
kasus peredaran obat G ini dengan melakukan kegiatan penyelidikan 
dan penyidikan terhadap pelaku yang melanggaar hukum”( wawancara 
dengan penyidik BBPOM, 11 Februari 2020 ) 
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Terkhusus untuk penyidik pegawai negeri sipil dalam menangani kasus 

peredaran obat keras daftar G dengan melakukan seperti penyelidikan dan 

penyidikan terhadap pelaku yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. 

“ Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan kami mengundang 
pakarnya seperti penyidik dari kepolisian untuk menjalankan rapat pra 
perkara untuk mendiskusikannya dengan pegawai balai bagian 
penindakan, karena penyidik pegawai negeri sipil balai hanya 
membantu tugas kepolisian seperti melakukan pengecekan laporan, 
meminta keterang dari pelaku, menyita barang bukti, dan dapat 
menghentikan perkara jika barang buktinya nggak cukup “( wawancara 
dengan penyidik BBPOM, 11 Februari 2020 ) 

Penyidik pegawai negeri Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) setelah melakukan penyelikan dan penyidikan terhadap pelaku 

pelanggar hukum dengan cara menggelar rapat pra perkara dengan mengundang 

pakar seperti penyidik dari kepolisian karena penyidik pegawai negeri Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan hanya membantu tugas dari kepolisian seperti 

pengecekan laporan, meminta keterangan, menyita barang bukti, dan dapat 

menghentikan perkara jira barang bukti tidak mencukupi dengan cara pengeluaran 

Surat Pemberhentian Perkara Pidana (SP3). 

3. Wawancara dengan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. 

Pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 01:30 Wib, bertepatan di ruangan 

penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru. 

Informan merupakan pegawai bagian penindakan yang di samarkan identitasnya. 
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“ dalam melakukan investigasi biasanya kami mendatangi toko obat yang 
kami curigai menjual obat keras daftar G yang biasanya kami lakukan 
dengan melakukan undercover atau penyamaran” ( wawancara dengan 
pegawai BBPOM, 11 Februari 2020 ) 

Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bagian 

penindakan dalam menjalankan tugasnya biasanya melakukan investigasi ke 

setiap toko obat yang di curiagai menjual obat keras daftar G dengan cara 

undercover atau penyamaran.  

“ Setelah melakukan undecover dan setelah kami mendapatkan toko obat 
yang menjual obat keras daftar G, kami melakukan penyebaran 
undangan untuk instansi-instansi terkait seperti dinas kesehatan, satpol 
PP, dan pihak kepolisian karena kami hanya berwenang dalam 
melakukan investigasi dan penyitaan barang karena kami instansi non 
kementrian“ ( wawancara dengan pegawai BBPOM, 11 Februari 2020 ) 

Setelah melakukan undercover ke beberapa toko obat dan mendapatkan toko 

obat yang menjual obat keras daftar G tanpa resep dokter dan tanpa peran 

apoteker, pegawai bagian penindakan akan mengirimkan undangan ke instansi 

yang telah di tentukan untuk melakukan penggerebekan ke toko obat yang telah di 

percaya menjual obat keras daftar G karena pihak dari Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penggerebekan dan 

hanya mempunyai wewenang dalam menyita barang bukti. 

“ Kesulitan dalam melakukan tugas kami dalam menjegah peredaran obat 
G ini di toko obat dan bukan apotek ini yaitu pelaku masih bisa 
melakukan kekerasan terhadap pegawai balai yang melakukan 
penindakan di toko mereka, kadang kami di timpuki, di lempar, karena 
mereka tidak terima barangnya di sita pihak balai, dan terkadang 
sebelum melakukan penggerebekan ke toko yang kami tuju informasi 
bahwa akan ada toko obat yang telah di tentukan bocor dan sampai ke 
pelaku. Karena kami tidak mempunyai undang-undang khusus untuk 
badan pom sehingga kami kurang kuat dalam hukum” ( wawancara 
dengan pegawai BBPOM, 11 Februari 2020 ) 
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Kendala dalam menjalankan tugas dalam mecegah peredaran obat keras 

daftar G di toko obat dimana pelaku terkadang melakukan kekerasan terhadap 

pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) karena merasa tidak 

terima barang dagangannya disita pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) dalam melakukan penindakan di toko tersebut, dan terkadang informasi 

bahwa akan ada penggerebekan atau penindakan di toko obat yang telah 

ditentukan karena pihak dari BBPOM tidak mempunyai wewenang dalam 

melakukan penindakan dan hanya bisa melakukan penyitaan barang bukti karena 

tidak mempunyai hukum yang kuat dan tidak ada undang-undang yang secara 

khusus yang mengatur. 

c. Pembahasan 

Dari hasil wawancara yang telah penulis dapat dari narasumber 

tergambarlah pleh penulis bagaimana penanggulangan peredaran obat-obatan 

keras daftar G yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

sebagai lembaga non dapertemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas 

pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Badan  Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

berkedudukan meaksanakan tugasnya di daerah pusat, BPOM mempunyai unit 

pelaksana teknis salah satunya berbentuk Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di daerah kerja dengan wilayah masing-masing. Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan pengawasan produk terapik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif 
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lainnya, obat tradisional, produk komplimen, keamanan pangan dan bahan 

berbahaya. Oleh karena itu, pengawasan juga dilakukan di toko obat sebagai 

sarana obat dan menjadi salah satu tugas Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) sesuai dengan wilayah kerja masing-masing khususnya di 

Kota Pekanbaru. 

Di jaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang masih belum 

mengetahui bahwa dalam mengkonsumsi dan memperoleh obat-obatan tertentu 

ada aturannya yang mengikatnya. Karena dari itu pelaku dengan mudah 

menjalankan kejahatannya dengan menjual obat-obatan keras daftar G di toko 

obat mereka tanpa resep dokter. Tetapi masih banyak masyarakat atau pelaku 

yang telah mengetahui tetapi masih tidak memperdulikan larangan tersebut. 

Maraknya peredaran obat keras daftar G ini sangat memperhatinkan 

khususnya di Pekanbaru dengan ditandai ada 156 kasus pada tahun 2018 di 

Pekanbaru yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Kota Pekanbaru. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

di Pekanbaru mempuyai 6 bidang yaitu : 

1. Bidang Pengujian 

2. Bidang Pemeriksaan 

3. Bidang Penindakan 

4. Bidang Informasi dan Komunikasi 

5. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Konfensional 
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Ruang lingkup kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Provinsi Riau mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau 

dengan memiliki jumlah pegawai sebanyak 92 orang pada saat sekarang ini.   

Untuk membantu pekerjaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru, terdapat dua Loka Pengawas Obat dan Makanan di 

wilayah Provinsi Riau untuk kinerja membatu Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan 

Tembilahan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan Dumai. Pada perkara 

peredaran obat keras daftar G, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru memiliki bidang penindakan yang mempunyai tugas  

melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makan. 

Bidang penindakan menyelenggarakan fingsi adalah sesuai dengan peraturan 

badan pengawas obat dan makanan No.12 tahun 2018 yaitu : 

1. Penyusunan rencana dan progaram di bidang intelijen dan  penyidikan 

terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengawasan obat dan makanan. 

2.  Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan 

makanan. 

3. Pelaksanaan pemantauan. 

4. Evaluasi. 
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5. Pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan 

obat dan makanan. 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memiliki 

fungsi sebagai pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawas 

obat dan makanan, pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan 

makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, pemantauan, pemberian 

bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat 

di bidang pengawasan obat dan makanan serta penyelenggaraan pembinaan dan 

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksanan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan dan rumah. 

d. Analisis  

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru 

berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) RI No.12 Tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No.14 Tahun 2014 tentang organisasi 

dan tata kerja unit pelaksana teknis dan operasional di bidang pengawasan obat 

dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan 

tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru 

menyelenggarakan fungsi : 
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1. Penyususnan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan 

makanan 

2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan 

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan 

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian 

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi 

obat dan makakanan 

5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sempling) obar dan makanan 

6. Pelaksanaan dan pengujian obat dan makanan 

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan 

8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan obat dan makanan 

9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan 

makanan. 

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan 

obat dan makanan 

11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

12. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala badan 

Disinilah letak peran idel dari Balai Beasar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan operasional di 

bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Upaya pencegahan masuk kedalam upaya penanggulangan non penal 

yang lebih menitik beratkan pada sifat perentive dimana sebelum peredaran obat 

keras daftar G terjadi maka akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai bahaya mengkonsumsi oabt keras daftar G tanpa adanya resep dokter. 

Ini sesuai dengan salah satu visi dari Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yaitu meningkatkan sistem pengawasan obat 

dan makanan berbasis risiko dan melindungi masyarakat, mendorong kemandirian 

pelaku usaha dalam memberikan jaminan kesehatan obat dan makanan serta 

memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan 

kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas sebagai pengawas 

obat dan makanan, pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

di Pekanbaru memakai landasan yang sesuai dengan teori pencegahan yang di 

bagi menjadi tiga bagian yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, 

pencegahan tersier. 

a. Pencegahan Primer 

Pencegahan primer ini adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan 

dengan menyingkirkan pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan 

terjadinya perilaku menyimpang. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan 

(BBPOM) di pekanbaru harus lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat khususnya Kota Pekanbaru bahwasanya mengkonsumsi obat 
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keras daftar G sangat berbahaya jika memperolehnya dari toko obat dan tanpa 

resep dokter karena bisa menyebabkan kematian. 

b. Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder yaitu pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh 

masyarakat dan penegak hukum, disini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru sebagai masyarakat formal. Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru telah melakukan pencegahan ini yaitu 

dengan melakukan investigasi, penyusuran ke toto-toko obat yang dicurigai 

menjual obat keras daftar G, penahanan barang, melakukan penyidikan dan 

penyelidikan dengan pihak kepolisan,dan lain sebagainya. pencegahan sekunder 

yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makana yaitu memberikan 

surat peringatan kepada pelaku bahkan jika tidak memberikan efek jera kepada 

pelaku maka pihak dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Pekanbaru akan menutup toko obat tersebut. 

c. Pencegahan Tersier 

Pencegahan terseir merupakan pencegahan yang dilakukan oleh Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru guna untuk 

mencegah tindakan kejahatan dengan menyerahkan perkara kepada pihak penegak 

hukum supaya bisa di tangani lebih lanjut dan dapat di berikan hukuman dan 

penahanan guna untuk memberkan efek jera terhadap para pelaku yang menjual 

obat keras daftar G di toko obat. 
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Tiga hal ini yang perlu dilakukan dalam upaya pencegahan peredaran obat 

keras daftar G oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Pekanbaru. Mengingat betapa bahayanya jika masyarakay mengkonsumsi obat 

keras daftar G ini jika tanpa resep dokter dan tanpa peran apoteker di dalamnya. 

Terutama kepada generasi penerus bangsa, pencegahan ini sangat bermanfaat bagi 

remaja, pengetahuan tentang bahayanya mengkonsumsi obat keras daftar G ini 

tanpa aturan perlu diterapka sejak dini. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) RI No.12 Tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No.14 Tahun 2014 tentang organisasi 

dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan 

operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Pada perkara upaya pencegahan peredaran obat keras daftar G ini, Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mempunyai bidang 

penindakan yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengawsan obat dan makanan. Bidang penindakan menyelenggaran fungsi 

yaitu penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan 

terhadap pelaku pelnggaran hukum di bidang pengawasan obat dan makanan, 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan 

penyidikan terhadap pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru 

melakukan investigasi dan penyisiran ke toko-toko obat yang ada di Kota 

Pekanbaru terkait toko obat yang menjual obat keras daftar G tanpa resep dan
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 peran apoteker. Jika di dapati toko obat yang menjual obat keras daftar G tanpa 

resep dokter dan tanpa ada peran apoteker di dalamnya makan pikah Balai Besar 

Pengaws Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru khususnya bidang 

penindakan akan melakukan penggerebekan ke toko tersebut dan menyita barang 

bukti seperti obat-obatan keras daftar G kemudian pelaku usaha akan di proses 

oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. 

Kemudian barang bukti tersebut akan di amankan dan diletakan di gudang 

milik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, 

kemudian pelaku akan dimintai keterangan terkait pelanggaran hukum yang 

dilakukannya guna untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh 

penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) dan pihak ahli serti penyidik dari kepolisisan dalam menangani kasus 

tersebut. Jika dirasa barang bukti pelaku tidak mencukupi untuk di pengadilan 

maka pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru 

berhak memberikan Surat Pemberhentian Perkara Pidana (SP3) dan surat 

peringatan kedapada pelaku tetapi jika pelaku telah berkali-kali mendapatkan 

surat peringatan dan penyitaan barang tetapi tidak jera juga pihak Balai Besar 

Pegawas Obat dan Makanan akan memberikan hukuman yang tegas seperti 

menutup toko obat tersebut dan menyerahkan ke pihak kepolisian supaya bisa di 

tahan dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang lain.  

Kesulitan  Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru 

dalam melakukan penindakan yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) sebagai lembaga atau instansi non kementerian dan belum mempunyai 
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undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengawasan obat dan 

makanan dan masih menggunakan undang-undang kesehatan dalam menjalankan 

tugasnya, makan dalam melakukan penggerebekan terhadap pelaku akan 

dilakukan dengan imstansi-insyansi lain sehingga informasi bocor dan sampai 

kepada pelaku bahwasanya akan ada penggerebekan di toko obat mereka pada 

hari yang telah di tentukan. 

Sejalan dengan hal tersebut dalam menjalankan tugasnya Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memakai landasan sesuai 

dengan teori pencegahan yang di bagi menjadi tiga bagian yatu pencegahan 

primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Tiga hal ini perlu 

diterapkan dalam melakukan upaya pencegahan peredaran obat keras daftar G 

yang ada di toko obat tanpa adanya resep dokter dan tanpa ada peran apoteker 

didalamnya. Mengingat betapa bahayanya mengkonsumsi obat keras daftar G 

yang di peroleh di toko obat tanpa resep dokter dan tanpa adanya apoteker.  

B. Saran 

Ada beberapa saran yang dapat di berikan terkait penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kepada kepala bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, agar lebih meningkatkan program-

program dalam upaya pencegahan peredaran obat-obatan keras daftar G 

yang di jual oleh toko obat tanpa resep dokter dan peran apoteker di 
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dalamnya dan lebih memaksimalkan fasilitas serta lebih gencar lagi dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat terkait obat kers daftar g. 

2. Kepada pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Pekanbaru agar lebih memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat apabila ada keluhan dalam peredaran obat keras daftar G. 

3. Kepada masyarakat seharusnya lebih peka dan peduli terhadap oknum-

oknum pelaku kejahatan dan di harapkan dapt menbatu pekerjaan Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam 

mencegah peredaran obat G di toko obat tanpa resep dokter. 
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